[ SALINAN ]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 2217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Bebrasis Akrual
Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum sehingga Peraturan Gubernur Nomor
20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan
penyesuaian;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [ Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi  Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah (Berita Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah
Tahun 2014 Nomor 313) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
(1) Kebijakan  Akuntansi Pemerintah  Daerah
meliputi :

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi
Anggaran;

Kebijakan Akuntansi Arus Kas;
Kebijakan Akuntansi CALK;
Kebijakan Akuntansi Piutang;
Kebijakan Akuntansi Persediaan;
Kebijakan Akuntansi Investasi;
Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud,;
Kebijakan Akuntansi Kewajiban,;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
Kebijakan Akuntansi Beban;
Kebijakan Akuntansi Belanja;
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar
Biasa;
Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasi;
dan

x. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf

A sampai dengan huruf X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

3. Di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 8A
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk
pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran

2016.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
DERRY. B. DUANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 548

Salinan sesua
Plt. KERAL
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